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ABSTRAK 

 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai institusi yang memiliki 

kewenangan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk pelaksanaan 

kepabeanan negara. Dirjen Bea Cukai pada dasarnya menangani lalu lintas barang 

dari luar negeri yang juga sebagai gerbang utama negara yang mana negara 

membutuhkan pengawasan dan penyaringan melalui perangkat kepabeanan 

tersebut.Dirjen Bea Cukai bisa pula dikatakan sebagai pelaku utama dalam 

pengelolaan keuangan negara disamping Dirjen Pajak yang keduanya dibawah 

Kementrian Keuangan. Peran Dirjen Bea Cukai sangatlah berpengaruh dalam 

pemasukan ke kas negara..  

Berdasarkan hal tersebut, penulis mempunyai tujuan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi kantor pelayanan Bea 

Cukai dalam melaksanakan kebijakan kepabeanan di Kota Semarang, untuk 

mengetahui bagaimana hambatan dan cara penyelesaian dalam pelaksanaan kebijakan 

kepabeanan.  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis normatif berarti bahwa dalam penelitian disamping melihat dari 

segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum, 

juga menelaah sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori 

hukum, hasil karya ilmiah para sarjana. Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat 

diskriptif yaitu menggambarkan secara terperinci dan sistematis dan menyeluruh 

dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna 

tentang tugas dan fungsi kantor pelayanan Bea dan Cukai dalam pelaksanaan 

kebijakan kepabeanan di Kota Semarang.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa KPPBC Kota 

Semarang memiliki cabang menjadi KPPBC yaitu KPPBC Tipe Madya Pabean A 

Semarang dan KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang dimana tugas 

dan fungsi masing-masing KPPBC tersebut berdasakan pada Undang-Undang No. 17 

Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait Organisasi 

dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
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ABSTRACT 

 Directorate General of Customs and Excise as an institution having 

authority in issuing policies for the implementation of state customs. The Director 

General of Customs basically handles the traffic of goods from abroad which is also 

the main gateway of the country where the state needs supervision and screening 

through such customs clearance. The Director General of Customs may also be said 

to be the principal actor in the management of state finances besides the Director 

General of Taxes, both of which are under the Ministry of Finance. The role of 

Director General of Customs is very influential in the income to the state treasury.. 

 Based on this, the authors have objectives in this study as follows: To know 

how the duty and function of Customs Service Office in implementing customs 

policy in Semarang City, to know how obstacles and how to solve in the 

implementation of customs policy.  

 Approach method used in this research is normative juridical approach 

method means that in research beside look from side of juridical with see law and rule 

of law, also review secondary data source like article of law, various legal theory, 

result of scientific paper scholars.  

 Specification in this research is descriptive that describes in detail and 

systematically and comprehensively by grouping, connecting, comparing and giving 

meaning about duty and function of service office of Customs and Excise in 

execution of customs policy in Semarang City.  

 Based on the results of research and discussion known that Office of 

Customs Service and Supervision of Semarang City has branches become Office of 

Customs Service and Supervision Type Madja Customs A Semarang and Office of 

Customs Service and Supervision Type Madja Customs Tanjung Emas Semarang 

where the duties and functions of each is based on Law no. 17 of 2006 on Customs 

and Regulation of the Minister of Finance related to the Organization and Working 

Procedures of Vertical Institutions of the Directorate General of Customs and Excise. 
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